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PUTUSAN 

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Pnj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan 

putusan perkara Cerai Gugat antara;  

XXXX, lahir di Banjarmasin, 1 Januari 1999, NIK XXXX, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman 

di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan 

Timur, selanjutnya disebut Penggugat; 

melawan 

XXXX, lahir di Gunung Makmur, 26 November 1996, NIK XXXX, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX 

Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 

selanjutnya disebut Tergugat; 

 
Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Pnj, tanggal 

11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari jumat tangal 

30 Maret 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Banjarmasin Timur, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan 

Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal XXXX; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di 

XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang 

anak yang bernama XXXX, lahir pada 04 April 2019; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis, namun sejak awal 2019 sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan: 

a. Tergugat tidak mau bekerja dan malas sehingga nafkah yang diberikan 

kepada penggugat tidak cukup untuk membiayai kehidupan 

sehari-hari; 

b. Tergugat cemburu dan sering menuduh tanpa bukti dan alasan yg 

jelas kalau Penggugat dekat dengan laki-laki lain; 

c. Tergugat pernah melakukan tindak KDRT kepada Penggugat; 

d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyebutkan untuk 

berpisah dengan Penggugat; 

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Desember 2020 yang akibatnya 

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan 

yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat; 

6. Bahwa sejak awal tahun 2020 Tegugat Tidak pernah memberikan nafkah 

lahiriah dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi 

memberikah nafkah batiniah kepada Penggugat; 

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar 

masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama 

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk 

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi 

untuk rukun dalam rumah tangga; 

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primer: 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (XXXX) terhadap 

Penggugat (XXXX); 

3.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Subsider: 

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap 

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;   

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dari Tergugat; 

Bahwa, karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini termasuk sengketa yang 

dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat ; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti berupa : 

A. Surat : 

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang aslinya 

dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota 

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal XXXX, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sesuai aslinya dan bermeterai cukup, bukti P; 

B. Saksi :   

1. XXXX, lahir di Nganjuk, 16 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan 

mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di 

XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi kalimantan Timur, 

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena 

Saksi adalah ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan 

telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa 

Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara; 

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, 

tapi sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan 

keduanya mulai tidak harmonis; 

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 

dan berselisih masalah ekonomi keluarga yang kurang cukup; 

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada pekerjaan tetap 

dan malas sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat 

tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari; 

- Bahwa Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas; 

- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT kepada 

Penggugat, bahkan sebelum menikah Tergugat juga pernah 

menampar Penggugat; 

- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 

Desember 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah 

kediaman bersama; 

- Bahwa sejak hidup berpisah tersebut Tergugat sudah tidak 

pernah memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada 

Penggugat; 

- Bahwa selama ini Saksi yang membantu Penggugat mencukupi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari; 

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Disclaimer
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Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan 

Tergugat; 

2. XXXX, lahir di Balikpapan, 22 November 1972, agama Islam, 

pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXX 

Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi kalimantan Timur, dibawah 

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena 

Saksi adalah ayah tiri Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan 

telah dikaruniai satu orang anak; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa 

Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara; 

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, 

tapi sejak awal tahun 2020 keduanya mulai tidak harmonis; 

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 

dan berselisih masalah ekonomi keluarga yang tidak cukup; 

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada pekerjaan tetap 

dan malas sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat 

tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari; 

- Bahwa Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas; 

- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT kepada 

Penggugat; 

- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 

Desember 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah 

kediaman bersama; 

- Bahwa sejak hidup berpisah tersebut Tergugat sudah tidak 

pernah memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat; 

- Bahwa selama ini Saksi yang membantu Penggugat mencukupi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari; 

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa Saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 11 hal Put. No 48/Pdt.G/2021/PA.Pnj 
 

karena Tergugat pernah mengancam Saksi menggunakan parang 

saat ada perselisihan; 

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, 

mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan 

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan 

mohon putusan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara 

ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak 

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki 

oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 

perkawinan yang sah sejak tanggal XXXX; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in 

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai 

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan 

sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur 

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta 

yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang 

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta 

yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang 

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua 

Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena 

itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut; 

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan 

dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga cemburu tanpa alasan kepada 

Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat; 

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember tahun 2020 

hingga sekarang; 

3. Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat 

dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut; 

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan 

yang sulit untuk didamaikan; 

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal 

Desember 2020 hingga sekarang; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali; 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi 

perselisihan terus menerus setidak-tidaknya bagi diri Penggugat yang sudah 

tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga 

mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud 

dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat 

Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : 
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 لا مما الايراء وكان الزوج، اعتراف أو الزوجت، ببينت القاضي لدي دعىاها ثبتت فإذا

 بينهما الاصلاح عه القاضي وعجز أمثالهما بيه العشرة دوام معه يطاق

بائنت طلقت طلقها   

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan 

keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan 

hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan 

suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu 

mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada 

isterinya”; 

 
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah 

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan;  

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian 

Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan 

Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (Tasriih bi Ihsaan) dan 

semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, 

kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan 

Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Qur’an 

Surah Al-Nisaa’ ayat 130 yang berbunyi: 

قَا وَإِن   ُ  يغُ هِ  يَتفَرََّ ُ  وَكَانَ  سَعتَِهِ  مِه   كُلًا  اللَّّ حَكِيمًا وَاسِعاً اللَّّ   

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 

(kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan 
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karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Bijaksana.” 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (XXXX) terhadap 

Penggugat (XXXX); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah); 

 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami               

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur 

Rahmawati, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh 

Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera serta 

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

 
Hakim Anggota 

 

TTD 

 

Ayu Nur Rahmawati, S.H. 

Ketua Majelis 

 

TTD 

 

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. 
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Hakim Anggota 

 

TTD 

 

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. 

 

Panitera 

 

TTD 

 

Drs. H. Karani Kutni 

 

 

Perincian Biaya : 

PNBP : Rp 60.000,- 

Biaya Proses : Rp 50.000,- 

Panggilan : Rp 800.000,- 

Biaya Meterai : Rp 9.000,- 

Jumlah : Rp 919.000,- 

(sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) 
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